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LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP)
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	PENDAHULUAN  

	
	
Dalam rangka terselenggaranya good governance diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur dan syah sehingga penyelenggaraan Pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasilguna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.
Setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan negara diwajibkan untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumber daya dengan didasarkan suatu perencanaan strategis yang ditetapkan oleh masing-masing instansi (Inpres Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah).
Pertanggungjawaban dimaksud berupa laporan yang disampaikan kepada atasan masing-masing lembaga pengawas dan penilai akuntabilitas dan akhirnya disampaikan kepada presiden selaku kepala pemerintahan. Laporan tersebut menggambarkan Kinerja Instansi pemerintah yang bersangkutan melalui Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi pemerintah (SAKIP).
Kepolisian  Negara Republik Indonesia dalam mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran dan Pendapatan Belanja Negara pada pelaksanaan fungsi, peran dan tugasnya, disusun laporan kinerja instansi pemerintah di lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia.
      Penyusunan laporan kinerja instansi pemerintah di lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diatur dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2015 tentang Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia, perubahan atas Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2012 tentang Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Kepolisian Republik Indonesia;
Seluruh istilah “LKIP” yang terdapat pada Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2012 tentang Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia selanjutnya dibaca “LKIP” dan istilah “Penetapan Kinerja” dibaca “Perjanjian Kinerja”.
      LKIP yang selama ini di susun dan disajikan secara terpisah dengan laporan keuangan, dan harus disusun dan disajikan secara terintegrasi dengan laporan keuangan sehingga memberi informasi yang komprehensif berkaitan dengan keuangan dan kinerja.
Untuk mewujudkan integritas yang tinggi dan pemahaman yang mendasar tentang Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) maka dalam modul ini akan diuraikan materi tentang : Konsep Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) dan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagai bekal pengemban fungsi Perencanaan dan Anggarangan (Fungrengar).
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	STANDAR KOMPETENSI 

	
	Memahami Konsep Dasar Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) dan terampil dalam membuat Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP). 
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	KOMPETENSI DASAR

	
	
1. Memahami Konsep dasar terkait Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP).
[bookmark: _Toc201745609][bookmark: _Toc205109589]
Indikator Hasil Belajar :
a. Menjelaskan dasar hukum terkait dengan LKIP
b. Menjelaskan pengertian yang terkait dengan LKIP
c. Menjelaskan Perencanaan Strategik
d. Menjelaskan Perencanaan Kinerja
e. Menjelaskan Pengukuran Kinerja

2. Mampu menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP).
Indikator Hasil Belajar :
a. Menjelaskan mekanisme  LKIP
b. Menjelaskan kewajiban membuat Akuntabilitas Kinerja
c. Menjelaskan bagaimana membuat Akuntabilitas Kinerja
d. Menjelaskan Pelaksanaan Kinerja
e. Mempraktekkan Penyusunan LKIP
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	MATERI PELAJARAN 

	
	1. Pokok bahasan 1 :
Memahami Konsep dasar terkait Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP).
Sub Pokok bahasan 1 :
a. Dasar hukum terkait dengan LKIP;
b. Pengertian yang terkait dengan LKIP;
c. Perencanaan Strategik;
d. Perencanaan Kinerja;
e. Pengukuran Kinerja

2. Pokok bahasan 2 :
Mampu menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP).
Sub Pokok bahasan 2 :
a. mekanisme  LKIP
b. Kewajiban membuat Akuntabilitas Kinerja
c. Bagaimana membuat Akuntabilitas Kinerja
d. Pelaksanaan Kinerja
e. Penyusunan LKIP

	
	

	[bookmark: _Hlk46954709][image: j0301252]
	Metode  Pembelajaran

	
	
1. Metode Ceramah 
Metode ini digunakan untuk menyampaikan materi tentang pemahaman tentang konsep dasar Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP).

2. Metode tanya jawab
Metode ini digunakan untuk memperdalam pemahaman materi dan untuk mengetahui tingkat penguasaan peserta didik tentang materi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP).

3. Metode brainstroming
Metode ini digunakan untuk mengeksplore pendapat/pemahaman peserta didik tentang materi yang telah disampaikan Pendidik.

4. Metode diskusi
Metode ini digunakan untuk memperdalam pemahaman materi dengan mengesplore berbagai ide ataupun gagasan dalam memecahkan suatu permasalahan yang diberikan.

5. Metode Penugasan
Metode ini digunakan untuk memperdalam pemahaman materi, diberikan dengan memberi tugas membuat Resume materi dan latihan soal.
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	ALAT, MEDIA, BAHAN DAN SUMBER BELAJAR

	
		
1. Alat, media dan Bahan :
a. Laptop
b. LCD
c. Flip chart
d. Whiteboard
e. OHP
f. Slide
g. Kertas
h. Spidol
i. Penghapus

2. Sumber belajar
a. Inpres No. 7 tahun 1999 tentang AKIP;
b. Permen PAN No. 09 tahun 2007 tentang Pedoman Indikator Kinerja Utama (IKU).
c. Permen PAN No. 29 tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan AKIP
d. Peraturan Kapolri Nomor 7 tahun 2015 tentang Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia.
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	KEGIATAN PEMBELAJARAN 

	
	
1. 1.   Tahap awal : 10 menit

a.     Pendidik melakukan apersepsi :
1)   Perkenalan
2)   Menyampaikan tujuan Pembelajaran
3) Menyampaikan tugas yang harus diselesaikan peserta didik selama pembelajaran.
b. Peserta didik menyimak, menanggapi dan melaksanakan instruksi pendidik.




2. Tahap inti : 600 menit

       Tahap inti 1 : Penyampaian materi : 180 menit
a. Pendidik menggali pendapat peserta didik tentang pemahaman awal tentang materi yang akan di bahas.
b. Pendidik menyampaikan materi tentang : 
1) Konsep dasar LKIP
2) Pembuatan LKIP
c. Peserta didik menyimak, mencatat hal-hal yang penting dan menanggapi materi yang disampaikan pendidik.
d. Pendidik memberikan waktu kepada peserta didik untuk bertanya tentang materi yang belum dipahami.

      Tahap inti 2 : diskusi kelompok : 420 menit
a. Pendidik membetuk kelompok diskusi dan membagi persoalan diskusi.
b. Pendidik menginstruksikan peserta didik untuk melaksanakan diskusi.
c. Pendidik menfasilitasi diskusi.
d. Peserta didik melaksanakan diskusi.
e. Peserta didik secara berkelompok memaparkan hasil diskusi dan di tanggapi kelompok lain.
f. Pendidik memberikan tanggapan hasil diskusi.

3. Tahap akhir : 20 menit
a. Pendidik melakukan penguatan terhadap materi yang telah diberikan.
b. Pendidik memberikan pertanyaan kepada peserta didik mengenai materi yang telah diberikan, keterkaitan mata pelajaran dengan pelaksanaan tugas.
c. Pendidik menggali manfaat yang bisa diambil dari materi pelajaran.
d. Pendidik menyimpulkan materi, melaksanakan evaluasi dan menutup pembelajaran.

4. Tes capaian kompetensi : 90 menit	
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	TAGIHAN /TUGAS

	
	
1. Peserta didik mengumpulkan hasil diskusi
2. Peserta didik secara individu mengumpulkan hasil resume materi, sehari setelah pembelajaran selesai
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	Bahan diskusi:
1. 	Apakah menurut anda masih perlu dilakukan sosialisasi terkait dengan LKIP ?
2. 	Apakah menurut Anda LKIP sudah berjalan efektif di terapkan pada setiap kementrian dan Lembaga ?
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	BAHAN BACAAN 

	
	
POKOK BAHASAN 1
KONSEP DASAR LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP)

1. Dasar Hukum terkait dengan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP)

a. Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2002 Nomor 2, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
b. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006  Nomor  25,  Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
c. Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia;
d. Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja instansi Pemerintah (AKIP).
e. Permen PAN Nomor 09 tahun 2007 tentang pedoman Penetapan Indikator Kinerja Kinerja Utama (IKU).
f. Permen PAN Nomor 29 tahun 2010 tentang pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan pelaporan AKIP.
g. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2015 tentang perubahan atas Perkap Nomor 20 tahun 2012 tentang Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Kepolisian Republik Indonesia;

2. Pengertian terkait dengan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP)

1. Instansi Pemerintah
Instansi pemerintah adalah perangkat Negara Kesatuan republik Indonesia yang menurut peraturan perundangan yang berlaku terdiri dari : Kementrian, Departemen, Lembaga Pemerintah Non Departemen, Kesekretariatan Lembaga Tinggi Negara, Markas besar TNI (AD, Laut dan Udara), Kepolisian Negara Republik Indonesia, kantor Perwakilan Pemerintah RI di luar Negeri, Kejaksaan Agung, Perangkat Pemerintahan Provinsi, Perangkat Pemerintahan kabupaten/kota dan lembaga/badan lainnya yang di biayai dari anggaran negara.

2. Akuntabilitas
Akuntabilitas adalah kewajiban untuk menyampaikan pertanggungjawaban atau untuk menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang/badan hukum/pimpinan kolektif suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban.

3. Kinerja Instansi Pemerintah
Kinerja Instansi Pemerintah adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran maupun tujuan instansi pemerintah sebagai penjabaran dari visi, misi dan strategi instansi Pemerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.

4. Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah di tetapkan melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik.

5. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).
Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada pokoknya adalah instrumen yang digunakan instansi pemerintah dalam memenuhi kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi. Terdiri dari beberapa komponen yang merupakan satu kesatuan yaitu; perencanaan strategis, Perencanaan Kinerja, Pengukuran kinerja dan Pelaporan Kinerja.

6. Perencanaan strategis
Perencanaan strtegis merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul. Proses ini menghasilkan suatu rencana strategis instansi pemerintah yang setidaknya memuat Visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan dan program serta ukuran keberhasilan dan kegagalan dalam pelaksanaannya.

7. Perencanaan Kinerja
Perencanaan Kinerja merupakan suatu proses penetapan kegiatan tahunan dan indikator kinerja berdasarkan Program, kebijakan dan sasaran yang telah di tetapkan dalam rencana strategis dan dijabarkan dalam dokumen Rencana kerja satker, hasil dari proses ini adalah rencana kinerja tahunan yang kemudian di tetapkan dalam dokumen Penetapan Kinerja satker.

8. Pengukuran Kinerja
Pengukuran kinerja adalah proses sitematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, sasaran dan tujuan yang telah di tetapkan dalam mewujudkan visi, misi, dan strategi instansi pemerintah. Proses ini dimaksudkan untuk menilai pencapaian setiap indikator kinerja guna memberikan gambaran tentang keberhasilan dan kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran. Selanjutnya dilakukan pula analisis akuntabilitas kinerja yang menggambarka keterkaitan pencapaian kinerja kegiatan dengan program dan kebijakan dalam rangka mewujudkan sasaran, tujuan, visi, misi sebagaimana ditetapkan dalam rencana strategis.
 
9. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP).
LKIP adalah dokumen yang berisi gambaran perwujudan AKIP yang disusun dan disampaikan secara sistematik dan melembaga.

Fungsi LKIP antara Lain :

1. Media hubungan kerja organisasi
2. Media Akuntabilitas
3. Media Informasi umpan balik perbaikan kinerja
4. Sebagai instrumen Peningkatan Kinerja berkesinambungan.

· Action, artinya LKIP sebagai bahan untuk perbaikan kelembagaan, ketatalaksanaan, peningkatan sumber daya manusia, akuntabilitas dan pelayanan public.
· Plan, artinya LKIP sebagai sebagai bahan dalam menyusun Renstra, Rencana Kerja Tahunan, Penetapan Kinerja untuk tahun yang akan dating.
· Check, maksudnya LKIP dapat digunakan untuk mengevaluasi keberhasilan atau kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran organisasi.
· Do, artinya LKIP sebagai alat dalam melaksanakan, memantau, mengukur kinerja kegiatan suatu instansi.

Tujuan penyusunan  LKIP untuk:
a. mewujudkan akuntabilitas instansi pada pihak-pihak yang memberi amanah;
b. menilai tingkat keberhasilan dan kegagalan dalam pelaksanaan rencana kinerja yang telah ditetapkan pada dokumen perjanjian kinerja setiap akhir tahun anggaran berjalan;
c. mengukur tingkat capaian kinerja yang telah ditetapkan;
d. memantau dan mengendalikan pelaksanaan kinerja;
e. mengevaluasi pencapaian kinerja yang telah ditetapkan bagi pihak yang membutuhkan;
f. mendorong tingkat pencapaian dan keberhasilan kinerja masa mendatang; dan
g. memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai.



	
	3. Konsepsi Perencanaan Strategis Polri

     Tujuan perencanaan Strategis adalah menjamin adanya arah pembangunan kekuatan dan pengembangan kemampuan yang konsisten dan berlanjut menuju pencapaian Polri dalam lingkungan strategis yang selalu berubah, pada hakekatnya tujuan perencanaan strategis adalah untuk mengurangi resiko kegagalan dalam menghadapi situasi ketidak-pastian masa depan.

a. Tataran Rencana Strategis Polri

1. Penyelenggaraan upaya penegakan hukum, pelindung, pelayan dan pembimbing masyarakat dalam rangka memelihara keamanan dalam negeri secara garis besar dilaksnakanmelalui 3 (tiga) tingkatankegiatan perencanaan strategis, yaitu :
a. Tingkat Perumusan Strategis
b. Tingkat Penyiapan Kekuatan
c. Tingkat Operasional

2. Tingkat Perumusan Strategis.
Pada tingkat ini, dirumuskan arah kebijaksanaan pembangunan kekuatan dan pengembangan kemampuan Polri, strategi upaya penegakan hukum, pelindung, pelayan dan pembimbing masyarakat sebagai arah dan pedoman pelaksanaan tugas pokok polri atas dasar politik dan strategi nasional yang kemudian dijabarkan dalam program pembangunan nasional.

3. Tingkat Penyiapan Kekuatan.
Pada tingkat ini, dirumuskan rencana penyiapan kekuatan dan kemampuan Polri yang menjadi sasaran untuk masa 5 (lima) tahun mendatang, meliputi kegiatan-kegiatan:
a. Menganalisa cara-cara penanggulangan ancaman dengan kekuatan nyata yang dimiliki;
b. Menetapkan dan merumusakan resiko-resiko yang mungkin dihadapi dan upaya penanggulangannya (memperkecil resiko)
c. Menyusun rencana pembangunan kekuatan dan pengembangan kemampuan yang dapat disiapkan dalam masa 5 (lima) tahun mendatang, berdasrkan sumber daya nasional yang disediakan. 

4. Tingkat Operasional
Pada tingkat ini, disiapkan, dikerahkan dan dikendalikan segenap kekuatan Polri dan pengemban fungsi Kepolisian lainnya yang dapat disiapkan, dipelihara dan ditingkatkan kemampuannya sesuai dengan kesatuan dan gelar kekuatan serta ancaman yang dihadapi.

Ke-3 (tiga) tingat kegiatan perencanaan strategis tersebut mendasari penyusunan sistem perencanaan strategis serta pembuatan program dan anggaran tahunan dalam upaya tercapainya Tugas Pokok Polri.


b. Proses Perencanaan
1. Perencanaan strategis adalah perencanaan untuk menghadapi masa depan yang penuh dengan ketidakpastian, sehingga diperlukan suatu telaahan yang termuat tentang setiap perkembangan dan perubahan lingkungan strategis untuk mengetahui sejauhmana mempengaruhi pelaksanaan tugas Polri dan mempersiapkan berbagai alternative strategis untuk menghadapinya.
2. Seluruh kegiatan perencanaan merupakan suatu sistemyang tanggap terhadap perubahan situasi lingkungandan membentuk suatu jaringan penalaran dengan titik-titik penalaran serta jalur-jalur umpan balik yang menjamin kekenyalan system.
3. Dengan demikian diharapkan bahwa keandalan kemampuan Polri untuk menanggulangi ancaman yang dihadapi akan dapat dicapai secara efektif dengan penggunaan kekuatan dan sumber daya yang minimal.
c. Jangka Perencanan

1. Berdasarkan jangkauan waktu, peranan dan hubungannya, tiap dokumen strategis digolongkan kedalam 3 (tiga) jangka waktu perencanaan, yaitu :

a. Perencanaan Jangka Panjang

Perencanaan Jangka Panjang di lingkungan Polri adalah suatu telaahan akademik terhadap setiap perkembangan dan perubahan lingkungan strategis yang diperkirakan mempengaruhi pelaksanaan tugas Polri dan mempersiapkan sejumlah alternatife strategis untuk menghadapinya kurun waktu 20 (Dua Puluh) tahun dan setiap 5 (lima) tahun diadakan revisi

b. Perencanaan Jangka Menengah

Perencanaan Jangka Menengah menetapkan arah kebijakan dan strategi pembangunan kekuatan dan pengembangan kemampuan Polri serta sasaran strategis Polri yang ingin dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun mendatang.

c. Perencanaan Jangka Pendek (Renja)

Perencanaan Jangka Pendek (Renja) mempunyai jangkauan Perencanaan Jangka Pendek 1-2 tahun yang merupakan dasar bagi pelibatan kekuatan.

d. Kriteria Keberhasilan Perencanan
Tingkat keberhasilan perencanaan strategis diukur berdasarkan kriteria, sebagaiberikut :
1. Dapat memberikan jaminan terhadap ketidakpastian masa depan dan mengurangi resiko kegagalan;
2. Dapat didukung dan dilaksanakan sesuai dengan waktu dan sumber daya yang tersedia.
3. Memenuhi prinsip ekonomi, yang mampu menjamin efektivitas dan efisiensi pelaksanaan tugas Pokok.

Memenuhi tuntutan pembangunan Nasional, yang mampu menjamin/mendukung suksesnya pencapaian tujuan dan kepentingan pembangunan nasional.


	
	4. Perencanaan Kinerja
 Perencanaan Kinerja merupakan proses penetapan kegiatan tahunan dan indikator kinerja berdasarkan program, kebijakan, sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana stratejik. Hasil dari proses ini berupa Rencana Kinerja Tahunan. 


	
	5. Pengukuran Kinerja
Pengukuran Kinerja dengan mempergunakan Indikator Kinerja Utama (IKU)
· IKU pada tingkat kementrian Negara/Departemen/LPND adalah indikator Hasil (Outcome) sesuai dengan kewenangan tugas dan fungsi.
· IKU pada tingkat Eselon I adalah Indikator hasil (Outcome) dan atau keluaran (output), setingkat lebih tinggi dari keluaran (ouput) unit kerja di bawahnya.
· IKU pada tingkat Eselon II sekurang-kurangnya adalah Indikator Keluaran (Output).

Indikator Kinerja Utama dikatakan baik apabila IKU tersebut setidaknya mempunyai karakteristik sebagai berikut :
· Specific (spesifik)
· Measurable (dapat diukur)
· Achievable (dapat dicapai)
· Result oriented (berorientasi kepada hasil)
· Relevan (berkaitan dengan tujuan dan sasaran)

Penetapan Indikator Kinerja Utama wajib menggunakan Azas Konservatisme yaitu azas kehati-hatian, kecermatan, keterbukaan guna menghasilkan informasi yang handal.

Dalam hal IKU menimbulkan dampak negatif terhadap kinerja organisasi secara keseluruhan, pimpinan unit organisasi melaporkan kepada unit organisasi diatasnya. Adapun penggunaan IKU, adalah untuk :
· Perencanaan Jangka Menengah
· Perencanaan Tahunan
· Penyusunan Dokumen Penetapan Kinerja
· Pelaporan Akuntabilitas Kinerja
· Evaluasi Kinerja 
· Pemantauan dan Pengendalian Kinerja

Pengukuran kinerja dilakukan melalui:
a. pengumpulan data kinerja;
b. pengukuran data kinerja;
c. membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
d. membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
e. membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen Renstra Satker;
f. membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional, jika ada;
g. menganalisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang dilakukan;
h. menganalisis efisensi penggunaan sumber daya; dan
i. menganalisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/ kegagalan pencapaian keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Pengukuran Kinerja dilaksanakan untuk menjamin adanya peningkatan dalam pelayanan publik dan akuntabilitas dengan melakukan klarifikasi output dan outcome yang akan dan seharusnya dicapai untuk memudahkan terwujudnya organisasi yang akuntabel. Pengukuran kinerja dilakukan secara berkala yaitu triwulan dan tahunan.
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	POKOK BAHASAN 2
PENYUSUNAN LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP)


1. Mekanisme LKIP (Permenpan No. 53 Tahun 2014)

         Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia, telah mengeluarkan peraturan nomor 53 tahun 2014 tentang petunjuk teknis perjanjian kinerja, pelaporan kinerja, dan tata cara reviu atas laporan kinerja instansi pemerintah. 
         Artinya Permenpan tersebut secara otomatis menjadi acuan bagi setiap instansi pemerintah untuk menyusun laporan kinerjanya atau yang dikenal dengan LKIP (Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah).

Adapun Petunjuk teknis penyusunan LKIP, berdasarkan peraturan tersebut adalah sebagai berikut :

FORMAT LAPORAN KINERJA.
1. Uraian singkat organisasi.
2. Rencana dan target kinerja yang ditetapkan
3. Pengukuran kinerja
4. Evaluasi dan analisa kinerja untuk setiap sasaran strategis atau hasil program / kegiatan dan kondisi terakhir yang seharusnya terwujud.
Sebagai catatan : “Analisis ini juga mencakup atas efisiensi penggunaan sumber daya yang ada.”



PENYAMPAIAN LAPORAN KINERJA.

Petunjuk teknis Penyampaian LKIP dalam peraturan ini tidak jauh berbeda dengan pelaksanaan teknis yang sudah berlaku yaitu Pimpinan Satuan Kerja menyusun dan menyampaikan Laporan Kinerja pada Pimpinan Unit Kerja.
Selanjutnya setiap Pimpinan Unit Kerja harus membuat laporan dan kemudian menyampaikan laporan tersebut ke Menteri atau Pimpinan Lembaga (sesuai dengan posisi lembaga tersebut).
Setelah Menteri / Pemimpin Lembaga tersebut menerima laporan kinerja atau LKIP dari setiap pimpinan unit kerja, mereka harus segera menyampaikannya kepada Menteri Keuangan, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional / Kepala Bappenas dan Menpan paling lambat 2 bulan setelah tahun anggaran berakhir.
Selain itu, Menteri / Pimpinan Lembaga juga dapat menetapkan suatu petunjuk pelaksanaan internal tentang mekanisme penyampaian Perjanjian kinerja dan Pelaporan Kinerja.

	
	a. Kewajiban membuat Akuntabilitas Kinerja

Laporan Akuntabilitas Kinerja adalah Laporan Kinerja tahunan yang berisi pertanggungjawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan/sasaran strategi instansi.

Latar belakang perlunya penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) yaitu :
· Dalam rangka lebih meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab perlu adanya pelaporan AKIP.
· Untuk melaksanakan Pelaporan AKIP perlu dikembangkan system AKIP
· Sebagai wujud pertanggungjawaban dalam mencapai misi dan tujuan instansi pemerintah dan dalam rangka perwujudan good governance telah dikembangkan media pertanggungjawaban LKIP.  

Instansi yang wajib menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja adalah :
a. Kementrian/Lembaga
b. Pemerintah Provinsi/kabupaten/kota;
c. Unit organisasi Eselon I pada Kementrian/Lembaga
d. Satuan Kerja Perangkat Daerah;

Latar belakang perlunya penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) yaitu :

· Dalam rangka lebih meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab perlu adanya pelaporan AKIP.
· Untuk melaksanakan Pelaporan AKIP perlu dikembangkan system AKIP
· Sebagai wujud pertanggungjawaban dalam mencapai misi dan tujuan instansi pemerintah dan dalam rangka perwujudan good governance telah dikembangkan media pertanggungjawaban LKIP.  


	
	c. Bagaimana membuat Akuntabilitas Kinerja

      Hal-Hal yang harus termuat dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP).
· LKIP menyajikan informasi kinerja berupa hasil pengukuran kinerja, evaluasi, dan analisis akuntabilitas kinerja, termasuk menguraikan keberhasilan dan kegagalan, hambatan/kendala, permasalahan, serta langkah-langkah antisipatif yang akan diambil.
· Disertakan uraian mengenai aspek keuangan yang secara langsung mengaitkan hubungan antara anggaran negara yang dibelanjakan dengan hasil atau manfaat yang diperoleh (akuntabilitas keuangan) .
· Diuraikan juga secara singkat Renstra dan Renja tahun bersangkutan beserta sasaran yang ingin dicapai pada tahun itu dan kaitannya dengan capaian tujuan, misi, dan visi.
Adapun tujuan dari analisis kinerja, antara lain :
·  Mengenali kendala dan permasalahan  yang dihadapi
· Menilai efisiensi penggunaan sumber daya dalam menghasilkan  output
·  Menilai efektivitas pencapaian hasil (outcome) terhadap rencana
· Menilai apakah kualitas hasil telah memenuhi keinginan/kepuasan stakeholders
· Menilai apakah pencapaian output dan outcome sesuai dengan waktu yang ditetapkan.
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) mendorong Instansi fokus pada pencapaian sasaran. Dalam upaya pencapaian sasaran perlu sebuah alat ukur yang dinamakan Indikator Kinerja berupa :
· Hasil (Outcome) : Bagaimana Tingkat pencapaian Kinerja yang diharapkan Terwujud, berdasarkan Output (Keluaran) atas Kebijakan atau Program yang sudah dilaksanakan
· Keluaran (Output) : Bagaimana Produk yang Dihasilkan secara Langsung oleh adanya Kebijakan atau Program, berdasarkan Input (Masukan) yang digunakan.
Standar bagi dasar melakukan Evalusi Kinerja Adalah
· Ketaatan (compliance) berkaitan dengan upaya audit, dengan mempertanyakan sejauh mana transaksi oleh pemerintah telah sejalan atau sesuai dengan ketentuan hukum atau peraturan perundangundangan;
· Efisiensi (efficiency) berkaitan dengan sejauh mana instansi pemerintah telah mencapai tingkat produktivitas optimum atas dasar sumber daya yang telah digunakan;
· Efektivitas (Effectiveness) berkaitan dengan sejauh mana Tingkat Pencapaian Tujuan Kebijakan atas dasar Pemanfaatan Sumber Daya Publik.

	
	d. Pelaksanaan Kinerja
(1) LKIP Polri disampaikan kepada Menteri Keuangan, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dan Menteri Negara  Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi paling lambat pada tanggal 28 Februari Tahun Anggaran Berjalan +1.
(2) LKIP Polda, LKIP Satker dan Subsatker Mabes Polri disampaikan kepada  Kapolri  melalui  Asrena  Kapolri    paling    lambat tanggal 25 Februari tahun anggaran berjalan +1, dengan tembusan Irwasum Polri.
(3) LKIP Satker dan Subsatker Polda disampaikan kepada Kapolda melalui Karorena paling lambat tanggal 23 Februari tahun anggaran berjalan +1, dengan tembusan Irwasda.


	
	Praktek Penyusunan LKIP
Agar LKIP dapat lebih berguna sebagai umpan balik bagi pihak-pihak yang berkepentingan, maka bentuk dan isinya diseragamkan tanpa mengabaikan keunikan masing-masing instansi pemerintah. LKIP menyajikan uraian tentang kinerja instansi pemerintah dalam arti keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran dan tujuan instansi pemerintah. Disamping itu perlu juga dimasukkan dalam LKIP aspek keuangan yang secara langsung mengaitkan hubungan antara anggaran negara yang dibelanjakan dengan hasil atau manfaat yang diperoleh. Adapun Format isi LKIP adalah sebagai berikut :

Pengantar
Bagian ini menguraikan tentang apa yang sedang dikerjakan oleh satuan kerja, kemudian dasar hokum kewahiban penyusunan LKIP, kemudian dikemukakan pula capaian-capaian yang telah berhasil dan bila perlu dibandingkan dengan pencapaian pada tahun sebelumnya agar ada korelasi dari tiap-tiap capaian.

2.    Ikhtisar Eksekutif
Pada bagian ini disajikan:
-       Tujuan dan sasaran yang telah dilakukan dalam Rencana Strategis, seerta sejauh mana usaha-usaha yang telah dilakukan oleh satuan kerja tersebut dalam pencapaian tujuan dan sasaran tersebut.
-        Kendala-kendala yang terjadi selama pelaksanaan dalam kurun waktu satu tahun.
-          Langkah-langkah antisipasi dalam mengatasi kendala-kendala yang mungkin terjadi di tahun yang akan datang.
3.      BAB I Pendahuluan
Pada bagian ini dijelaskan hal-hal umum tentang instansi serta uraian singkat padat apa yang dibebankan kepada instansi (gambaran umum tupoksi).

4.      BAB II Perencanaan Kinerja 
Pada bab ini disajikan gambaran singkat mengenai:Rencana stratejik dan Rencana Kinerja. Pada awal bab ini disajikan gambaran secara singkat sasaran yang ingin diraih instansi pada tahun yang bersangkutan serta bagaimana kaitannya dengan capaian visi dan misi instansi.
-          Rencana Stratejik
Uraian singkat tentang rencana stratejik instansi, mulai dari visi, misi, tujuan, sasaran serta kebijakan dan program instansi.
-          Rencana Kinerja
Disajikan rencana kinerja pada tahun yang bersangkutan,terutama menyangkutkegiatan-kegiatan dalam rangka mencapai sasaran sesuai dengan program pede tahun tersebut, dan indikator keberhasilan pencapaiannya.
5.      BAB III Akuntabilitas Kinerja
Pada bagian ini disajikan urian hasil penngukuran kinerja, evaluasi dan analisis akuntabilitas kinerja, termasuk didalamnya menguraikan secara sistematis keberhasilan dan kegagalan, hambatan/kendala dan permasalahan yang dihadapi serta langkah-langkah antisipatif yang akan diambil.
Selain itu juga memaparkan akuntabilitas keuangan dengan cara menyajikan alokasi dan realisasi anggaran bagi pelaksana tupoksi atau tugas-tugas lainnya, termasuk analisis tentang capaian indicator kinerja efesiensi.
6.      BAB IV Penutup
Mengemukakan tinjauan secara umum tentang keberhasilan dan kegagalan, permaslahan dan kendala utama yang berkaitan dengan kinerja instansi yang bersangkutan serta strateji pemecahan masalah yang akan dilaksanakan ditahun mendatang.
7.      Lampiran-Lampiran
Setiap penjelasan lebih lanjut, perhitungan-perhitungan, gambar, dan aspek pendukung seperti SDM, sarana-prasarana, metode, dan aspek lain yang relevan, hendaknya tidak diuraikan dalam badan teks laporan, tetapi dimuat dalam lampiran. Keputusan-keputusan atau peraturan-peraturan dan perundang-undangan tertentu yang merupakan kebijakan yang telah ditetapkan dalam rangka pencapaian visi, misi, tujuan, dan sasaran perlu dilampirkan. Jika jumlah lampiran cukup banyak, hendaknya dibuat daftar lampiran, dafter gambar, dan daftar table secukupnya.

F.     Waktu Penyampaian dan Mekanisme Pelaporan LKIP
1.      Waktu Penyampaian LKIP
[bookmark: _ftnref23]Penyusunan LKIP harus dilandasi dengan pengertian dan kesadaran bahwa laporan akan dapat bermanfaat bagi terwujudnya pemerintahan yang baik, pemerintahan yang bersih, dan produktifitas dilingkungan instansi pemerintah. Mengingat LKIP merupakan, bahan evaluasi untuk menilai kinerja instansi pemerintah, maka LKIP harus dibuat secara tertulis dan disampaikan secara periodic. LKIP tersebut harus disampaikan selambat-lambatnya tiga bulan setelah tahun anggaran berahir.[23]
2.      Mekanisme Pelaporan LKIP
[bookmark: _ftnref24]LKIP disampaikan melalui mekanisme pelaporan yang melibatkan pihak yang berwenang membuat dan menerima LKIP, serta pengguna LKIP. Instansi yang harus dan berwenang membuat LKIP adalah Kementrian, Departemen, Lembaga Pemerintah Non Departemen, Kesekretariatan Lembaga Tinggi Negara, Markas Besar TNI, Kantor Perwakilan Pemerintah RI di Luar Negri, Kejaksaan Agung, Perangkat Pemerintah Provinsi, Perangkat Pemerintahan Kabupaten/Kota, dan Lembaga-Lembaga lainnya yang dibiayai dari anggarab Negara.[24]
Adapun mekanisme LKIP adalah sebagai berikut:
a.       Setiap pemimpin Departemen/LPND, Pemerintah Daerah, Satuan Kerja atau Unit Kerja di dalamnya wajib membuat laporan akuntabilitas kinerja secara berjenjang serta berkala untuk disampaikan kepada atasannya.
b.       LKIP tahunan dari tiap Departemen/LPND, masing-masing Menteri/pemimpin LPND menyampaikan kepada Presiden dan Wakil Presiden dengan tembusan kepada Menteri yang bertanggung jawab di bidang Pendayagunaan Aparatur Negara (PAN) serta Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).
c.        LKIP tahunan dari setiap Pemerintah Provinsi disampaikan kepada Presiden/Wakil Presiden dengan tembusan kepada Menteri Dalam Negeri, Menteri yang bertanggungjawab di bidang PAN, dan Kepala BPKP.
d.       LKIP tahunan Pemerintah Kabupaten/Kota disampaikan kepada Presiden/Wakil Presiden dengan tembusan kepada Menteri Dalam Negeri, Gubernur/Kepala Pemerintah Daerah Provinsi dan Kepala Perwakilan BPKP.
e.        Kepala BPKP melakukan evaluasi terhadap LKIP dan melaporkan hasilnya kepada Presiden melalui Menteri yang bertanggungjawab di bidang PAN dan salinannya kepada Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN).
[bookmark: _ftnref25]f.        Kepala LAN melakukan kajian dan penilaian terhadap perkembangan pelaksanaan sistem akuntabilitas dan kinerjanya, serta melaporkannya kepada Presiden me!alui Menteri yang bertanggungjawab di bidang PAN.[25]

(1) Sistematika dalam membuat LKIP:
a. bab satu pendahuluan;
b. bab dua perencanaan kinerja;
c. bab tiga akuntabilitas kinerja; dan
d. bab empat penutup.

(2) Tahapan dalam membuat LKIP dilakukan dengan menyusun  dokumen:
a. Renstra;
b. Indikator Kinerja Utama;
c. Perencanaan Kinerja Tahunan; dan
d. Perjanjian Kinerja.

(3) LKIP yang disusun oleh penanggung jawab sebagaimana dimaksud Pasal 25 dilakukan Reviu, dengan ketentuan:
a. LKIP unit Organisasi Polri di Reviu oleh Itwasum Polri; dan
b. LKIP Unit Kerja Polda di Reviu oleh Itwasda Polda.
(4) Untuk LKIP Satker dan Subsatker Mabes Polri/Polda tidak di Reviu.
(5) Reviu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam bentuk pernyataan dan dilampirkan pada LKIP.
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	Latar belakang perlunya penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) yaitu :

· Dalam rangka lebih meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab perlu adanya pelaporan AKIP.
· Untuk melaksanakan Pelaporan AKIP perlu dikembangkan system AKIP
· Sebagai wujud pertanggungjawaban dalam mencapai misi dan tujuan instansi pemerintah dan dalam rangka perwujudan good governance telah dikembangkan media pertanggungjawaban LKIP.  

     Laporan Akuntabilitas Kinerja ; Dokumen yang berisi gambaran perwujudan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang disusun dan disampaikan secara sistematik dan melembaga. 
     Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi Pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui system pertanggungjawaban secara periodik.
    Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah instrument yang digunakan Instansi Pemerintah dalam memenuhi kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan misi Organisasi yang terdiri dari berbagai komponen yang merupakan satu kesatuan, yaitu Perencanaan Stratejik, perencanaan kinerja, pengukuran kinerja dan Pelaporan Kinerja.
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